














Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 9

(1) Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

(2) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan
Tunjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional.

(3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APBDesa dari dana
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

{4) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta
Tunjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD
sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat {3) tercantum dalam
Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 10

(1} Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan Perangkat serta
Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh
Jaminan Pemeiiharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan.

(2) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
termasuk untuk istri /suami dan 3 (tiga) anak yang belum menikah atau
belum berusia 21 tahun.

(3) Untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan keschatan sebagaimana
dimaksud ayat (1} dan ayat (2} Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
dikenakan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 5 % (lima
perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang dibebankan pada
belanja operasional pemerintahan desa dengan perhitungan besaran iuran
batas bawah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun berjalan.
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BAB V
PENGELOLAAN ALOKAS!I DANA DESA, FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TINGKAT KECAMATAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 11

(1} ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

(2} Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

{1} Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Tingkat
Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan memiliki tugas
utama melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan umum atas
kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam
pelaksanaannya.

Secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;

b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD
untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak
terjadi tumpang tindih pembiayaan;

¢. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta
kelengkapannya,

d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi
tentang ADD

e. Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen permchonan penyaluran ADD
setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing desa;

f. Melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ ADD dari
Pemerintah Desa;

g- Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang
menggunakan anggaran ADD di desa;

h. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa dalam
menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat waktu;

i. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam

pelaksanaan ADD;

Memberikan pendampingan kepada PTPKD Tingkat Desa; dan/atau
k. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD

baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap
tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.

(2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana  dimaksud ayat (1} terdiri dari
Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan.

LI
.
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(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat

(4)

(2)

(3)

Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan
beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan
dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-
masing.

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana
dimaksud ayat (1} dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan
melalui DPA masing-masing Kecamatan.

Pasal 13

Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat
Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari
Perangkat Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung
jawab sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;

b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan formulasi
yang telah ditetapkan;

c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi
tentang ADD;

d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan
pelatihan/orientasi  kepada  PTPKD  tentang  Pengelolaan  dan
pertanggungjawaban Keuangan Desa;

e. Melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD
yang diajukan oleh masing-masing desa melalui Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan;

f. Mengeluarkan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa;

g. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada inspektorat;

h. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan/atau

i. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati
sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjuinya.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat
Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim
Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan
beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan
dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat di Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Jalan
Pahlawan KM. 3 No. 70 Telp. {0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.

Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten
dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.



(1)

(2)

(3)

“4)

(5)

(1)

(2)

-g.

BAB VI
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran
Pasal 14

Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah {PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indonesia Cabang
Buntok.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati
Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan
melalui Camat selaku penangungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan verifikasi
dan menerbitkan rekomendasi bagi dokumen yang memenuhi persyaratan
untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan akan menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang
bersangkutan.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 15
Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tigaj] tahap sebagai berikut :

a. Tahap 1 (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD
Pencairannya dilakukan pada triwulan II yaitu bulan April sampai dengan
bulan Juni;

b. Tahap II (dua) sebesar 40 % (ernpat puluh persen) dari total ADD
Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan
September; dan

c. Tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen} dari total ADD
Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai
dengan bulan Desember.

Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :
a. Pencairan Tahap I (satu} melengkapi persyaratan :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
Daftar Rencana Penggunaan Dana;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;

Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;dan
Fotocopy buku rekening desa.

Noghw
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b. Pencairan Tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap |;

2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap [ sebagaimana dimaksud
angka 1 (satu) diatas, menunjukan telah digunakan ADD Tahap 1
sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);

Daftar Rencana Penggunaan Dana,

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;

Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;

Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;dan

Fotocopy buku rekening desa.

N A

¢. Pencairan Tahap Il (tiga) melengkapi persyaratan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II;

2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud
angka 1 (satu) diatas, menunjukan telah digunakan ADD Tahap II
sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);

Daftar Rencana Penggunaan Dana;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;

Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;

Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan

Fotocopy buku rekening desa.

NGOk w

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana
Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II, Lampiran IV dan Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 16

ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian :

a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;

b. Operasional Pemerintah Desa;

c. Tunjangan dan Operasional BPD;

d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;dan/atau

e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf a sampai dengan e, selanjutnya dialokasikan untuk membiayai
kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Pembinaan kemasyarakatan Desa;dan/atau

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

A oo
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Pasal 17

Dana ADD yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya periode
Tahun Anggaran, maka Dana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai
SILPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok
pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

{1)

(2)

(1)

{2)

BAB V1II
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 18

Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemeriniahan Desa
dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat wajib dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dilampirkan
bukti-bukti pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
bukti-bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota) yang
sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang terkena
kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, RAB, dokumentasi
keglatan, berita acara serah terima dan bukti-bukti lain yang mendukung
pengeluaran belanja.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 19

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa
sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban
APBDesa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai
berikut :

a. Pelaporan diperlukan untuk pengendalian dan mengetahui perkembangan
dalam pengelolaan ADD yang meliputi :

1. Laporan Berkala.

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara
rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah
realisasi penerimaan ADD, Belanja ADD ( Bidang Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) dan Realisasi Belanja
ADD.
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2. Laporan Akhir.

Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan
pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan
rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagai
berikut :

a} Pendahuluan;

b) Program kerja masing-masing dibidang { Bidang Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan);

¢) Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut; dan

d) Penutup.

3. Format Sistematika pelaporan akhir pelaksanaan ADD dan Format
Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilakukan
secara hirarki yaitu dari PTPKD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan memuat
laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di Wilayahnya dan
melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
ADD dan pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD
Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

{2} Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD Tingkat
Kecamatan dalam setiap tahapan penyaluran.

{3) Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ADD

LAPORAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DESA...cccvvevereermrrnee ssrenarsencs KECAMATAN.......ccovvevnee. crorasesmnos
TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Materi dapat diisi antara lain :

A. Keadaan Umum Desa meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan
sosial budaya dan keadaan pemerintahan.

B. Dasar Pembuatan Laporan

C. Tuyjuan Pembuatan Laporan

II. PROGRAM KERJA MASING-MASING BIDANG

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
B. Bidang Pembangunan Desa

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

IIl. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM

MENGATASI PERMASALAHAN.

Uraian mengenai hal-hal :

A. Permasalahan yang mencakup penyelenggaraan program kerja.
B. Upaya yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah

C. Masalah-masalah yang belum terpecahkan

IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN:

1.

Foto kegiatan dar O % sampai dengan 100 %

2. Lain-lain

Dibuatdi : ...
Pada Tanggal

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN KEPALA DESA

Mengetahui :
CAMAT




























